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Hubungan HTN dengan ilmu lain dan Sumber HTN 

 

A.​ Hubungan HTN dengan ilmu lain  
       
      Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu lain sangatlah erat karena 
hukum tata negara merupakan bagian dari ilmu hukum yang mempelajari tentang 
struktur, fungsi, dan proses pemerintahan suatu negara. Berikut adalah beberapa 
ilmu yang memiliki hubungan erat dengan hukum tata negara: 
 

1.​ Hubungan tata negara dengan ilmu negara 
        hukum tata negara dengan ilmu negara mempunyai hubungan yang sangat 
dekat, di mana ilmu negara memberikan dasar-dasar teoretis kepada hukum tata 
negara, sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu 
negara. Ilmu negara mempelajari tentang konsep-konsep dan teori-teori mengenai 
negara serta hakikat negara sedangkan hukum tata negara mempelajari tantang 
negara dari segi struktur hukum positif yang berlaku di suatu negara. 
 

2.​ Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik 
         Hukum tata negara mempelajari tenang peraturan-peraturan hukum yang 
mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari 
tentang kekuasaan di lihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap 
undang-undang di susun dan di bentuk oleh lembaga-lembaga politik [lembaga 
legislatif],sehingga dapat di katakan bahwa setiap undang- undang merupakan 
hasil dari keputusan politik. Ilmu politik melahirkan manusia-manusia hukum tata 
negara, sedangkan hukum tata negara merumuskan dasar dari perilaku politik atau 
kekuasaan. 
 

3.​ Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara 
         Sebagian di sebut kan bahwa dalam arti luas hukum tata negara meliputi juga 
hukum administrasi negara. Di antara para ahli hukum masih terdapat perbedaan 
mengenai hubungan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi 



Negara. Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum itu dapat dikelompokkan 
menjadi dua bagian, yaitu : 
 
a. yang membedakan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara secara 
prinsipiil. Menurut penganut  ini hal tersebut karena kedua ilmu pengetahuan 
hukum tersebut menurut mereka dapat dibagi secara tajam baik mengenai 
sistematika maupun mengenai isinya. perbedaan dikemukakan secara yuridis 
prinsip dan konsekuen. Prinsip berarti antara Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara terdapat perbedaan yang sangat tajam karena dalam mencari 
dasar perbedaan yang bersangkutan tidak menghubungkannya dengan faktor di 
luar hukum, tetapi di dalam sifat dan hakikat di dalam hukum itu sendiri.  
 
b. yang beranggapan bahwa di antara Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara tidak ada perbedaan yang asasi/tidak prinsip, melainkan 
hanya karena pertimbangan manfaat saja.Sebagaimana menurut teori residu, 
bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan Hukum Tata Negara dalam arti 
yang sempit.. Perbedaan antar Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi 
Negara tidak prinsip, sehingga lebih tepat disamakan dengan hukum perdata dan 
hukum dagang. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum 
Administrasi Negara tidak membawa akibat hukum. 
 

4.​ Hubungan hukum tata negara dengan Ilmu Hukum  
 
         Ilmu hukum memberikan dasar pemahaman tentang sistem hukum suatu 
negara, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan lembaga-lembaga 
hukum. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu 
hukum. 
 

5.​ Hubungan hukum tata negara dengan Sosiologi Hukum  
      Sosiologi hukum mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Dalam 
konteks hukum tata negara, sosiologi hukum dapat membantu dalam memahami 
bagaimana nilai-nilai dan norma dalam masyarakat mempengaruhi proses 
pembentukan dan implementasi hukum. 
 

6.​ Hubungan hukum tata negara dengan hukum internasional 
         Hukum tata negara mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan 
pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. Sedangkan hukum 
internasioanal,menurut c .Perry mengatakan bahwa hubungan internasional 
berkaitan dengan hubungan luar negri suatu negara dengan negara lain. Pada 
prinsip nya sistem hukum tatanegara dan hukum internasional berlaku pada level 



yang berbeda, tetapi satu cabang penting dari hukum tata negara adalah hukum 
nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan 
perjanjian internasional dengan negara-negara lain yang menimbulkan 
kewajiban-kewajiban internasional lain. terlihat jelas bahwa hukum tata negara 
dan hukum internasional memiliki hubungan yang sangat membutuhkan,di mana 
hukum tata negara memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi penerapan hukum 
internasional, demikian sebaliknya hukum internasional juga memiliki 
fungsi-fungsi penting bagi penerapan hukum tata negara. 
 

7.​ Hubungan hukum tata negara dengan sistem hukum nasional. 
         Keseluruhan suatu hukum dalam suatu negara merupakan tatanan yang di 
sebut tata hukum. Salah satu dari tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur 
tentang ketata negara an.di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu 
negara terdapat hubungan sehingga terbentuk mekanisme, sistem secara nasional 
yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk 
hukum yang mengatur kepentingan umum[hukum publik],mengatur hubungan 
hukum antara negara dengan alat-alat pelengakapnya,dan antara negara dengan 
salah dan kewajiban warga negara nya. 
 
 

B.​ Sumber Hukum Tata Negara  
 
        Sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber 
hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formal adalah bentuk 
atau cara bagaimana suatu norma hukum dibuat atau ditetapkan. Sumber hukum 
formal dalam hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar. 
Sumber hukum materiil adalah isi atau substansi dari suatu norma hukum. Sumber 
hukum materiil dalam hukum tata negara dapat berupa doktrin, yurisprudensi, adat 
istiadat, perjanjian internasional, atau kebiasaan internasional. 


